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ABSTRAK 

SYAKIRA NISRINA HARDIANTI. Analisis Skor Pola Pangan Harapan 

Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Lampung, Sulawesi Barat, dan Nusa 

Tenggara Timur. Dibimbing oleh DRAJAT MARTIANTO.  

 

Keragaman pangan merupakan determinan penting kecukupan gizi rumah 

tangga. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) nasional sebesar 95,1 pada tahun 2025 

dihitung dari data agregat sehingga berpotensi menutupi disparitas mutu konsumsi 

antar rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis skor PPH konsumsi 

rumah tangga dan hubungannya dengan tingkat kecukupan gizi (TKG) di Provinsi 

Lampung, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Desain ini 

menggunakan studi potong lintang menggunakan data Susenas 2025. Hasil 

menunjukkan bahwa skor PPH rumah tangga di Lampung (81,83), Sulawesi Barat 

(71,82), dan NTT (68,50) masih berada di bawah skor nasional, dengan mayoritas 

rumah tangga tergolong kategori sangat kurang. Vitamin D merupakan zat gizi yang 

paling banyak defisit, sedangkan kecukupan vitamin A relatif paling baik 

dibandingkan zat gizi lainnya. Skor PPH berkorelasi positif dan signifikan dengan 

seluruh indikator TKG (p<0,001), dengan hubungan sangat kuat pada energi, 

protein, dan zat besi (ρ = 0,621–0,831), kuat pada kalsium, seng, dan asam folat (ρ 

= 0,578–0,718), serta sedang pada vitamin A dan vitamin D (ρ = 0,403–0,632). 

Temuan ini menunjukkan bahwa skor PPH mampu merefleksikan kecukupan 

makronutrien dan sebagian besar mikronutrien, namun kurang sensitif dalam 

menggambarkan kecukupan vitamin D. 

 

Kata kunci: kecukupan gizi, keragaman pangan, Pola Pangan Harapan (PPH), 

SUSENAS 2025 

 

ABSTRACT 

SYAKIRA NISRINA HARDIANTI. Analysis of Household Desirable 

Dietary Pattern Scores in Lampung, West Sulawesi, and East Nusa Tenggara 

Provinces. Supervised by DRAJAT MARTIANTO.  

 

Dietary diversity is an important determinant of household nutrient adequacy. 

The national Desirable Dietary Pattern (DDP) score of 95.1 in 2025 was calculated 

from aggregate data and may mask disparities in dietary quality across households. 

This study aimed to analyze household DDP scores and their relationship with 

nutrient adequacy levels in Lampung, West Sulawesi, and East Nusa Tenggara 

(NTT) Provinces. A cross-sectional design was employed using data from the 2025 

National Socioeconomic Survey (SUSENAS). The results showed that the average 

household DDP scores in Lampung (81.83), West Sulawesi (71.82), and NTT 

(68.50) remained below the national score, with the majority of households 

classified in the very low category. Vitamin D was the nutrient with the highest 

prevalence of inadequacy, while vitamin A adequacy was relatively better than that 

of other nutrients. DDP scores were positively and significantly correlated with all 

nutrient adequacy indicators (p < 0.001), with very strong correlations for energy, 

protein, and iron (ρ = 0.621–0.831), strong correlations for calcium, zinc, and folate 



(ρ = 0.578–0.718), and moderate correlations for vitamin A and vitamin D (ρ = 

0.403–0.632). These findings indicate that DDP scores are capable of reflecting 

adequacy of macronutrients and most micronutrients, but are less sensitive in 

capturing vitamin D adequacy.  

 
Keywords: Desirable Dietary Pattern (DDP), dietary diversity, nutrient adequacy, 

SUSENAS 2025  
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan mensyaratkan konsumsi 

pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan energi, tetapi juga beragam, 

bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) sesuai dengan yang diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman 

Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Kualitas konsumsi pangan 

merupakan determinan penting dalam pencapaian status gizi optimal karena 

keragaman pangan berkontribusi terhadap terpenuhinya kebutuhan zat gizi makro 

maupun mikro yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan 

pemeliharaan kesehatan sepanjang siklus kehidupan (Nguyen et al. 2018; Bechoff 

et al. 2023). Indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas konsumsi 

pangan adalah dengan menggunakan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang 

dihitung berdasarkan proporsi kontribusi energi dari sembilan kelompok pangan 

terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari (Bapanas 

2025). 

Skor PPH nasional pada tahun 2025 dilaporkan mencapai 95,1, mendekati 

skor ideal sebesar 100 (Bapanas 2025). Angka tersebut memberikan kesan bahwa 

kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia secara umum sudah mendekati 

kondisi ideal. Akan tetapi, nilai tersebut merupakan hasil agregasi pada tingkat 

regional sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi kualitas konsumsi 

antarrumah tangga maupun antarwilayah. Pendekatan agregat berpotensi 

menimbulkan efek penyamaran (masking effect) terhadap disparitas pola konsumsi 

yang sesungguhnya terjadi pada tingkat rumah tangga, terutama disparitas yang 

berkaitan dengan kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, analisis skor PPH 

berdasarkan kuintil pengeluaran pangan diperlukan untuk mengungkap 

ketimpangan kualitas konsumsi yang tersembunyi di balik rata-rata nasional. 

Kualitas konsumsi pangan yang rendah berimplikasi langsung terhadap 

munculnya tiga beban gizi yang ditandai oleh masalah kekurangan gizi, kelebihan 

gizi, dan defisiensi zat gizi mikro (Passarelli et al. 2024). Permasalahan tersebut 

masih tercermin dari tingginya prevalensi stunting serta defisiensi zat gizi mikro 

pada berbagai kelompok umur (Ernawati et al. 2025). Penelitian ini memfokuskan 

analisis pada enam zat gizi mikro, yaitu kalsium, besi, seng, vitamin A, folat, dan 

vitamin D, dengan dua pertimbangan. Pertama, mikronutrien tersebut merupakan 

zat gizi dengan prevalensi defisiensi yang masih tinggi di Indonesia. Kedua, 

defisiensi mikronutrien tersebut berkontribusi terhadap berbagai gangguan 

kesehatan, antara lain anemia dan penurunan fungsi imun (besi, vitamin A, dan 

vitamin D), gangguan pertumbuhan dan stunting (seng dan vitamin D), cacat tabung 

saraf pada bayi (folat), serta gangguan kesehatan tulang (kalsium) (Kiani et al. 

2022; Ernawati et al. 2025; Agustina et al. 2025). 

Provinsi Lampung, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih 

karena merepresentasikan tiga gradien kondisi sosial-ekonomi dan status gizi yang 

kontras di Indonesia. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan 

prevalensi stunting di Lampung sebesar 15,9%, Sulawesi Barat 35,4%, dan NTT 

37,0%. Angka pada Sulawesi Barat dan NTT jauh melampaui rata-rata nasional 

(21,5%) maupun target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
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(RPJMN) sebesar 14%, sedangkan Lampung berada relatif mendekati target 

tersebut. Pola disparitas serupa juga tampak pada indikator kemiskinan. Data Badan 

Pusat Statistik pada Maret 2025 menunjukkan persentase penduduk miskin di 

Lampung sebesar 9,8%, Sulawesi Barat 10,3%, dan NTT 18,1% (BPS 2025); angka 

pada NTT tercatat nyaris dua kali lipat rata-rata nasional (9,03%). Selain itu, ketiga 

provinsi memiliki karakteristik agroekologis yang berbeda. Lampung didukung 

produksi pertanian yang beragam dan distribusi pangan yang relatif baik, Sulawesi 

Barat memiliki potensi sumber protein hewani laut namun masih menghadapi 

kendala distribusi di wilayah pedalaman, sedangkan NTT menghadapi keterbatasan 

produksi dan distribusi pangan akibat iklim semi-arid dan kondisi geografis 

kepulauan (Darmawan et al. 2023; Hastuti et al. 2024). Perbedaan tersebut 

menjadikan ketiga provinsi relevan untuk mengkaji hubungan antara kualitas 

konsumsi pangan dan kecukupan gizi pada konteks yang berbeda. 

Penelitian sebelumnya umumnya mengkaji hubungan pola konsumsi pangan 

dan kecukupan gizi pada tingkat wilayah, sehingga belum menggambarkan 

disparitas antar kelompok ekonomi dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan menganalisis skor PPH rumah tangga di Lampung, Sulawesi Barat, 

dan NTT berdasarkan kuintil pengeluaran pangan per kapita, serta menganalisis 

korelasinya dengan tingkat kecukupan energi, protein, kalsium, besi, seng, vitamin 

A, folat, dan vitamin D menggunakan data Susenas 2025. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian, antara lain: 

a. Bagaimana skor Pola Pangan Harapan dan tingkat kecukupan gizi konsumsi 

rumah tangga menurut kuintil pengeluaran pangan di Provinsi Lampung, 

Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur?  

b. Bagaimana hubungan antara skor Pola Pangan Harapan rumah tangga dengan 

tingkat kecukupan energi, protein, serta enam zat gizi mikro (kalsium, besi, seng, 

vitamin A, folat, dan vitamin D) per kapita di Provinsi Lampung, Sulawesi Barat, 

dan Nusa Tenggara Timur?  

1.3  Tujuan 

 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas konsumsi pangan rumah 

tangga berdasarkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan hubungannya dengan 

tingkat kecukupan gizi di provinsi Lampung, Sulawesi Barat, dan Nusa 

Tenggara Timur. 

 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a) Menganalisis skor PPH konsumsi rumah tangga dan tingkat kecukupan gizi 

menurut kuintil pengeluaran pangan di Provinsi Lampung, Sulawesi Barat, 

dan Nusa Tenggara Timur. 
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b) Menganalisis hubungan antara skor PPH rumah tangga per kapita dengan 

tingkat kecukupan energi, protein, serta enam zat gizi mikro (kalsium, besi, 

seng, vitamin A, folat, dan vitamin D) per kapita di Provinsi Lampung, 

Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

1.4  Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam 

kajian gizi masyarakat, khususnya terkait pemanfaatan skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) sebagai indikator proksi kualitas konsumsi yang berhubungan dengan 

kecukupan zat gizi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar ilmiah bagi 

pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan program intervensi 

pangan dan gizi berbasis bukti, terutama dalam mendukung peningkatan konsumsi 

pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) serta pencapaian sasaran 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dalam 

memperkuat ketahanan pangan dan gizi masyarakat Indonesia. 

1.5  Hipotesis 

Terdapat hubungan positif antara skor Pola Pangan Harapan (PPH) rumah 

tangga dengan tingkat kecukupan energi, protein, dan enam zat gizi mikro (kalsium, 

besi, seng, vitamin A, folat, dan vitamin D) per kapita di Provinsi Lampung, 

Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 
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II KERANGKA PEMIKIRAN 

Kualitas konsumsi pangan rumah tangga merupakan cerminan pemenuhan 

kebutuhan gizi anggota rumah tangga. Pola konsumsi dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor yang saling berkaitan, meliputi ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, 

pendapatan, pengetahuan gizi, dan preferensi terhadap jenis pangan tertentu 

(Hardinsyah dan Supariasa 2016). Ketersediaan pangan menentukan ragam jenis 

pangan yang dapat diakses rumah tangga, baik yang berasal dari produksi sendiri, 

pembelian, maupun bantuan pangan (Rachman et al. 2018). Pengeluaran pangan 

berperan sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga dan penentu daya beli yang 

membatasi jumlah dan mutu pangan yang mampu dikonsumsi, terutama pangan 

sumber protein hewani, sayur, dan buah yang harganya relatif mahal (Agustina dan 

Puspita 2019). Pengetahuan gizi memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam 

menyusun kombinasi pangan yang beragam dan seimbang, sedangkan preferensi 

mencerminkan pilihan kultural dan kebiasaan yang cenderung persisten lintas 

generasi serta sulit diubah dalam jangka pendek (Popkin dan Reardon 2018). 

Kualitas konsumsi pangan rumah tangga dapat dinilai melalui Pola Pangan 

Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan yang mempertimbangkan 

keseimbangan gizi berdasarkan kontribusi energi dari sembilan kelompok pangan. 

Skor PPH menggambarkan tingkat keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan 

sekaligus menjadi indikator kualitas konsumsi pangan rumah tangga (Bapanas 

2025). Skor PPH yang tinggi mencerminkan konsumsi pangan yang lebih beragam 

dan mendekati komposisi ideal, sedangkan skor yang rendah menunjukkan 

ketergantungan pada satu atau dua kelompok pangan, umumnya padi-padian, yang 

berpotensi menimbulkan defisiensi zat gizi mikro. Konsumsi pangan yang beragam 

secara teoretis berhubungan positif dengan tingkat kecukupan zat gizi karena 

semakin lengkap kelompok pangan yang dikonsumsi, semakin lengkap profil zat 

gizi makro dan mikro yang tersedia (Verger et al. 2021). 
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Keterangan: 

  : Hubungan 

  : Ruang lingkup penelitian 

 

Kerangka pemikiran analisis skor pola pangan harapan konsumsi rumah tangga di 

Provinsi Lampung, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketersediaan pangan Pendapatan Pengetahuan Preferensi 

Konsumsi pangan rumah tangga 
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4. Zat besi 
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III METODE 

3.1  Waktu dan Tempat 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain cross-sectional study karena 

data dikumpulkan pada satu periode yang sama. Pada desain ini, skor Pola Pangan 

Harapan (PPH) sebagai indikator kualitas konsumsi pangan dan tingkat kecukupan 

gizi (TKG) sebagai indikator kecukupan zat gizi diukur pada waktu yang 

bersamaan. Oleh karena itu, hubungan yang diperoleh dalam penelitian ini 

menunjukkan asosiasi antarvariabel dan tidak dapat digunakan untuk menjelaskan 

hubungan sebab-akibat (causal relationship) (Notoatmodjo 2018). Penelitian ini 

dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026 di Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas 

Kedokteran dan Gizi, IPB University.  

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

bersumber dari Susenas 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS). Susenas dipilih karena menyediakan modul Konsumsi dan Pengeluaran 

(KP) yang mencatat konsumsi pangan rumah tangga selama seminggu terakhir, 

sehingga dapat digunakan untuk mengestimasi konsumsi zat gizi per kapita per hari. 

Penelitian ini menggunakan TKPI 2025 sebagai acuan konversi zat gizi, AKG 

menurut Permenkes No. 28 Tahun 2019 sebagai pembanding kecukupan gizi, serta 

pedoman skor PPH dari Bapanas sebagai dasar pengelompokan dan penilaian 

konsumsi pangan. 

Tabel 1   Sumber dan jenis data penelitian 

No Jenis data Sumber data Tahun 

1 
Konsumsi pangan rumah tangga di Indonesia 

per bulan 
SUSENAS 2025 

2 
Rata-rata pengeluaran pangan per kapita per 

bulan 
SUSENAS 2025 

3 
Bobot penduduk untuk estimasi populasi 

(weind) 
SUSENAS 2025 

4 Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) Kemenkes 2025 

5 Angka Kecukupan Gizi (AKG) Permenkes No. 28 2019 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang tercakup 

dalam Susenas Maret 2025 di Provinsi Lampung, Sulawesi Barat, dan Nusa 

Tenggara Timur. Jumlah rumah tangga sampel mentah pada Susenas Maret 2025 di 

tiga provinsi mencapai 27.414 rumah tangga. Setelah pembobotan menggunakan 

variabel weind, sampel tersebut merepresentasikan 16.186.190 rumah tangga 

populasi, yaitu 8.868.946 rumah tangga di Lampung (54,8%), 5.854.530 rumah 

tangga di Nusa Tenggara Timur (36,2%), dan 1.462.714 rumah tangga di Sulawesi 

Barat (9,0%). Penggunaan bobot survei diterapkan karena Susenas menerapkan 

rancangan sampel kompleks berlapis (stratified multi-stage sampling), pengabaian 

bobot akan menghasilkan estimasi yang bias terhadap parameter populasi (Heeringa 

et al. 2017; BPS 2023). 
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3.4  Pengolahan dan Analisis Data 

Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 

25 untuk analisis statistik berbobot serta Microsoft Excel untuk penghitungan 

Sprague Multiplier, pengelolaan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), dan 

penyusunan tabel hasil. Tahapan pengolahan meliputi konversi kuantitas konsumsi 

menjadi kandungan zat gizi, penyusunan Angka Kecukupan Gizi rata-rata rumah 

tangga, perhitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH), penghitungan tingkat 

kecukupan gizi, pembentukan kuintil pengeluaran pangan, serta analisis korelasi. 

Seluruh proses dilakukan secara sistematis agar setiap indikator dihitung 

berdasarkan basis data yang konsisten dan dapat ditelusuri. 

Konversi kuantitas konsumsi ke zat gizi. Kuantitas konsumsi setiap 

komoditas pangan dikonversi menjadi kandungan energi, protein, dan enam zat gizi 

mikro (kalsium, zat besi, seng, vitamin A, asam folat, dan vitamin D) menggunakan 

Tabel Komposisi Pangan Indonesia tahun 2025. Setiap konversi memperhitungkan 

Bagian yang Dapat Dimakan (BDD) karena nilai kandungan zat gizi dalam TKPI 

dinyatakan per 100 gram berat dapat dimakan. Formula umum konversi adalah 

sebagai berikut. 

Gij = 
Bpj

100
×

Bddj

100
× Kgij 

Keterangan:  

Gij : Zat gizi dari pangan j yang dikonsumsi 

Bpj : Berat pangan j yang dikonsumsi (g) 

Bddj : Berat pangan j yang dapat dikonsumsi (%) 

Kgij : Kandungan zat gizi dalam pangan j (energi) 

 

Data yang digunakan merupakan data hasil pengolahan susenas yang 

mencatat konsumsi pangan pada tingkat rumah tangga selama sebulan, sehingga 

hasil konversi dibagi 30 hari untuk memperoleh konsumsi zat gizi per kapita per 

hari.  

Penghitungan Angka Kecukupan Gizi. Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 dan 

dibedakan menurut kelompok umur serta jenis kelamin (Kementerian Kesehatan RI 

2019). Karena struktur anggota rumah tangga bervariasi, AKG per kapita per hari 

dihitung sebagai Rata-rata tertimbang AKG seluruh anggota rumah tangga 

berdasarkan umur dan jenis kelamin. Pendekatan ini lebih representatif 

dibandingkan menggunakan AKG Rata-rata orang dewasa karena mencerminkan 

komposisi rumah tangga yang sebenarnya (Hardinsyah et al. 2017). 

Susenas menyajikan struktur umur penduduk dalam kelompok lima tahunan, 

sedangkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan 

mengelompokkan penduduk dalam interval umur yang lebih rinci dan tidak 

seragam, khususnya pada masa transisi umur bayi hingga remaja. Untuk 

menyelaraskannya, digunakan metode pengali Sprague (Sprague multiplier) 

sebagai teknik interpolasi untuk memecah kelompok umur lima tahunan menjadi 

umur tunggal (Hardinsyah dan Martianto 1989). Umur tunggal hasil pemecahan 

selanjutnya dikelompokkan kembali menurut struktur AKG. Kecukupan energi 

rata-rata rumah tangga kemudian dihitung berdasarkan kelompok umur dan jenis 
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kelamin dengan menambahkan tambahan kebutuhan bagi anggota rumah tangga 

yang sedang hamil dan menyusui. Nilai kecukupan energi rata-rata inilah yang 

digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan tingkat kecukupan gizi rumah 

tangga. 

Penghitungan skor pola pangan harapan rumah tangga. Skor PPH pada 

tingkat rumah tangga dihitung dalam kerangka penilaian berbobot yang 

menggabungkan aspek kuantitas dan keragaman konsumsi pangan. Kerangka ini 

merupakan adaptasi dari Desirable Dietary Pattern (DDP) yang dikembangkan 

FAO Regional Office for Asia and the Pacific (FAO RAPA) dan dimodifikasi ke 

dalam konteks pangan Indonesia melalui pedoman Badan Pangan Nasional (Ariani 

et al. 2018). Setelah kandungan energi seluruh komoditas terkuantifikasi, energi 

tersebut diagregasi menurut sembilan kelompok pangan sehingga diperoleh total 

energi aktual rumah tangga. Kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap 

total energi konsumsi maupun terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) rujukan 

2.100 kkal per kapita per hari dihitung dengan rumus berikut: 

 

Kontribusi Energi = 
Energi kelompok pangan

Total energi aktual
× 100% 

Kontribusi Energi/AKE = 
Energi kelompok pangan

AKE konsumsi
× 100% 

Skor PPH tiap kelompok pangan diperoleh dengan mengalikan persentase 

kontribusi energi terhadap AKE dengan bobot masing-masing kelompok. Bobot ini 

merepresentasikan tingkat kepentingan gizi setiap kelompok dan besarnya 

kontribusi yang diharapkan dari kelompok tersebut dalam pola konsumsi ideal 

(Kennedy et al. 2018). Nilai maksimum ditetapkan untuk mencegah dominasi satu 

kelompok pangan tertentu yang justru merefleksikan pola konsumsi tidak 

seimbang. Susunan bobot dan skor maksimum sembilan kelompok pangan 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2   Bobot dan skor maksimum setiap kelompok pangan 

No 
Kelompok 

pangan 

%AKG 

(FAO 

RAPA) 

Pola Pangan Harapan Nasional 

Gram 
Energi 

(kkal) 
%AKG Bobot 

Skor 

PPH 

maks 

1 Padi-padian 40,0–60,0 289 1050 50,0 0,5 25,0 

2 Umbi-umbian 0,0–8,0 105 126 6,0 0,5 2,5 

3 Pangan hewani 5,0–20,0 157 252 12,0 2,0 24,0 

4 Minyak dan 

lemak 
5,0–15,0 21 210 10,0 0,5 5,0 

5 Buah/biji 

berlemak 
0,0–3,0 11 63 3,0 0,5 1,0 

6 Kacang-

kacangan 
2,0–10,0 37 105 5,0 2,0 10,0 

7 Gula 2,0–15,0 31 105 5,0 0,5 2,5 

8 Sayur dan buah 3,0–8,0 262 126 6,0 5,0 30,0 

9 Lain-lain 0,0–5,0 - 63 3,0 0,0 0,0 

Jumlah    2100 100,0 - 100,0 

Apabila hasil perkalian kontribusi energi terhadap AKE dengan bobot suatu 

kelompok pangan melebihi nilai maksimum, maka nilai maksimum yang dipakai 
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sebagai skor akhir kelompok pangan tersebut. Sebaliknya, jika hasil perkalian lebih 

rendah dari nilai maksimum, maka nilai aktual yang digunakan. Mekanisme ini 

menjamin bahwa konsumsi berlebih pada satu kelompok pangan tidak 

mengompensasi kekurangan konsumsi pada kelompok pangan lain, sesuai prinsip 

keseimbangan gizi (Rachman et al. 2018). Total skor PPH diperoleh dengan 

menjumlahkan skor kesembilan kelompok pangan, menghasilkan rentang nilai 0 

hingga 100 yang mencerminkan tingkat keragaman dan keseimbangan pola 

konsumsi rumah tangga. Skor PPH selanjutnya diklasifikasikan ke dalam lima 

kategori berdasarkan pedoman Badan Pangan Nasional (Bapanas 2025) yang 

mengintegrasikan besar skor PPH dengan tingkat kecukupan energi (TKE) seperti 

pada Tabel 3. 

Tabel 3  Klasifikasi kategori skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

No Zat gizi Satuan 

1 Baik Skor PPH >90; TKE 90–119% 

2 Cukup baik Skor PPH >90; TKE <90% atau TKE >119% 

3 Sedang Skor PPH 81–90; TKE 90–119% 

4 Kurang Skor PPH 81–90; TKE <90% atau TKE >119% 

5 Sangat kurang Skor PPH ≤80; seluruh nilai TKE 

Perhitungan tingkat kecukupan zat gizi. Tingkat kecukupan gizi (TKG) 

dihitung sebagai proporsi konsumsi aktual rumah tangga terhadap kebutuhan yang 

direkomendasikan untuk setiap zat gizi. Indikator ini memberikan informasi yang 

tidak dapat ditangkap oleh skor PPH karena mengukur pemenuhan zat gizi spesifik 

alih-alih keragaman kelompok pangan (Nguyen et al. 2018). Rumus yang 

digunakan mengacu pada Yudistira et al. (2023) sebagai berikut: 

TKGi (%) = (
TKi

AKGi
) × 100% 

Keterangan: 

TKGi = Tingkat kecukupan zat gizi i 

TKi = Total konsumsi zat gizi i 

AKGi = Angka kecukupan gizi i 

Angka Kecukupan Gizi yang menjadi penyebut dalam perhitungan mengacu 

pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, dengan penyesuaian 

untuk struktur umur dan jenis kelamin anggota rumah tangga seperti pada Tabel 4. 

Tabel 4  Angka kecukupan gizi 

No Zat gizi Satuan Angka kecukupan gizi 

1 Energi g 2100a 

2 Protein g 57,0a 

3 Kalsium mg 1.048,21b 

4 Zat besi mg 11,44b 

5 Seng mg 8,67b 

6 Vitamin A RE 600,78b 

7 Vitamin D mcg 15,29b 

8 Vitamin B9 mcg 373,40b 

Sumber: aPermenkes (2019), bHasil perhitungan dengan Sprague multiplier 
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Klasifikasi TKG untuk energi dan protein mengikuti kategori Widyakarya 

Nasional Pangan dan Gizi (WNPG 2018) yang terbagi menjadi lima strata, yaitu 

defisit berat (<70% AKG), defisit sedang (70–79% AKG), defisit ringan (80–89% 

AKG), normal (90–119% AKG), dan berlebih (≥120% AKG). Sedangkan  untuk 

zat gizi mikro digunakan ambang batas tunggal, yaitu kurang jika TKG bernilai 

<77% AKG dan cukup jika bernilai ≥77% AKG (Gibson 2005).  

Pembentukan kuintil pengeluaran pangan. Kuintil pengeluaran pangan 

per kapita dibentuk secara terpisah pada masing-masing provinsi menggunakan 

bobot survei (weind). Kuintil 1 (K1) merepresentasikan 20% rumah tangga dengan 

pengeluaran pangan per kapita terendah dan kuintil 5 (K5) merepresentasikan 20% 

tertinggi pada provinsi yang bersangkutan. Kuintil pengeluaran pangan dibentuk 

secara terpisah pada setiap provinsi untuk mempertahankan representasi 

proporsional seluruh strata pengeluaran dan menangkap variasi internal masing-

masing wilayah. Pendekatan ini juga mengakomodasi perbedaan harga dan daya 

beli antarprovinsi yang dapat menyebabkan ketimpangan komposisi pada kuintil 

gabungan (Clements dan Si 2018). Pembentukan kuintil dilakukan menggunakan 

prosedur weighted percentile pada IBM SPSS Statistics dengan mengaktifkan bobot 

survei. 

Uji korelasi Spearman. Uji ini merupakan suatu pengukuran non-parametrik 

dan tidak mensyaratkan asumsi kenormalan sebaran data dengan erajat kekuatan 

hubungan seperti pada tabel 5 (Schober et al. 2018). 

Tabel 5  Derajat kekuatan hubungan korelasi 

Nilai koefisien Tingkat hubungan 

0,000–0,199 Sangat lemah 

0,200–0,399 Lemah 

0,400–0,599 Sedang 

0,600–0,799 Kuat 

0,800–1,000 Sangat kuat 

3.5 Definisi Operasional 

Rumah tangga. Satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat 

tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari 

satu keluarga atau sekelompok orang. 

Konsumsi pangan. Sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau 

diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya 

Skor Pola Pangan Harapan. Angka yang menggambarkan Susunan Beragam 

pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai 

kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah 

maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima. 

Angka Kecukupan Gizi. Sesuatu kecukupan rata-rata asupan gizi yang cukup 

setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi hampir semua orang menurut 

golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktivitas untuk mencapai 

derajat kesehatan yang optimal. 

Tingkat kecukupan gizi. Persentase perbandingan antara konsumsi zat gizi aktual 

rumah tangga dan Angka Kecukupan Gizi. 
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Kuintil pengeluaran pangan. Pengelompokan penduduk yang dibagi menjadi 

lima bagian sama besar (20% per kelompok) berdasarkan tingkat besaran nilai 

uang yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan makanan (pangan) per 

kapita dalam periode tertentu (biasanya sebulan), yang diurutkan dari 

kelompok terendah hingga tertinggi 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Skor Pola Pangan Harapan Rumah Tangga 

Analisis skor PPH konsumsi rumah tangga di Provinsi Lampung, Sulawesi 

Barat, dan Nusa Tenggara Timur dilakukan secara terpisah dengan stratifikasi 

menurut kuintil pengeluaran pangan per kapita yang dibentuk terpisah pada masing-

masing provinsi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi variasi kualitas 

konsumsi antarwilayah maupun antarkuintil yang tidak tergambar dalam angka 

rata-rata nasional. Selain skor total, kontribusi tiap kelompok pangan turut 

dianalisis untuk mengetahui kelompok pangan yang menjadi penghambat 

pencapaian skor ideal pada masing-masing provinsi. 

 Rata-rata Skor PPH berdasarkan Provinsi dan Kuintil Pengeluaran Pangan 

Perbedaan kualitas konsumsi pangan antar kelompok pengeluaran dapat 

diamati melalui variasi skor PPH pada setiap kuintil. Rata-rata skor PPH rumah 

tangga menurut kuintil pengeluaran pangan pada ketiga provinsi kajian disajikan 

pada Tabel 6. 

Tabel 6 Skor pola pangan harapan rumah tangga menurut kuintil pengeluaran 

pangan pada Provinsi Lampung, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara 

Timur 

Provinsi Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 Total 

Lampung 70,31 ± 

10,72 

79,24 ± 

9,17 

83,54 ± 

8,81 

86,80 ± 

8,48 

89,28 ± 

7,60 

81,83 ± 

11,21 

Sulawesi 

Barat 

56,67 ± 

10,71 

66,95 ± 

11,42 

73,24 ± 

10,30 

78,05 ± 

10,66 

84,22 ± 

10,27 

71,82 ± 

14,27 

NTT 54,53 ± 

10,18 

62,91 ± 

10,42 

67,71 ± 

10,94 

74,05 ± 

11,41 

83,30 ± 

9,96 

68,50 ± 

14,41 

Sumber: Susenas 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind). 

Keterangan: Nilai disajikan sebagai rata-rata ± simpangan baku (Mean ± SD). 

Skor PPH rumah tangga pada ketiga provinsi masih berada di bawah skor 

ideal 100. Selisih sebesar 13,33 poin antara Lampung dan NTT mencerminkan 

adanya kesenjangan kualitas konsumsi pangan antarwilayah. Lampung 

didukung oleh sistem produksi dan distribusi pangan yang relatif lebih 

berkembang dengan komoditas pertanian dan peternakan yang beragam. 

Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan dalam penguatan infrastruktur 

pertanian dan distribusi pangan, sementara NTT sebagai wilayah kepulauan 

beriklim semi-arid menghadapi keterbatasan akses dan ketersediaan pangan 

yang lebih bersifat struktural (BPS 2023; Darmawan et al. 2023). 

Perbedaan antarprovinsi tersebut juga tercermin dari jarak skor PPH 

masing-masing wilayah terhadap capaian nasional sebesar 95,1. Lampung 

memiliki selisih 13,27 poin dari rata-rata nasional, sedangkan Sulawesi Barat 

dan NTT masing-masing tertinggal 23,28 poin dan 26,60 poin. Temuan ini 

menunjukkan bahwa capaian nasional yang relatif tinggi belum sepenuhnya 

menggambarkan kondisi konsumsi pangan di tingkat wilayah. Hasil tersebut 

sejalan dengan Darmawan et al. (2023) yang menyatakan bahwa indikator rata-

rata nasional berpotensi menutupi disparitas konsumsi pangan antarwilayah. 
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Selain itu, variasi kualitas konsumsi pangan juga terlihat antar kelompok 

pengeluaran rumah tangga. Skor PPH meningkat secara konsisten dari K1 

hingga K5 pada seluruh provinsi kajian. Pola ini mendukung hukum Engel yang 

menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan ekonomi umumnya diikuti oleh 

konsumsi pangan yang lebih beragam dan berkualitas (Clements dan Si 2018). 

Meskipun demikian, skor PPH pada kuintil tertinggi masih belum mencapai 

kategori Baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan daya beli 

belum sepenuhnya menghasilkan pola konsumsi yang optimal karena masih 

dipengaruhi oleh faktor lain, seperti akses pasar, ketersediaan pangan, dan 

karakteristik sistem pangan lokal (Sibhatu dan Qaim 2018). 

Besarnya peningkatan skor PPH dari K1 ke K5 berbeda pada setiap 

provinsi, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan mutu konsumsi pangan 

yang tidak sama. Ketimpangan terbesar ditemukan di NTT dengan selisih 28,77 

poin, yaitu dari 54,53 pada K1 menjadi 83,30 pada K5. Sulawesi Barat 

menunjukkan selisih sebesar 27,55 poin, sedangkan Lampung memiliki 

kesenjangan yang lebih kecil, yaitu 18,97 poin. Simpangan baku skor PPH di 

Lampung (11,21) juga lebih rendah dibandingkan Sulawesi Barat (14,27) dan 

NTT (14,41), yang menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan rumah tangga 

di Lampung relatif lebih merata. Skor PPH rumah tangga K5 di NTT (83,30) 

sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor PPH Lampung (81,83), 

sedangkan pada kelompok K1 skor PPH NTT (54,53) berada 15,78 poin lebih 

rendah dibandingkan Lampung (70,31). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

kesenjangan kualitas konsumsi pangan di NTT terutama terkonsentrasi pada 

kelompok rumah tangga berpengeluaran rendah. 

 Distribusi Rumah Tangga menurut Kategori Skor PPH 

Rata-rata skor PPH memberikan gambaran umum mengenai kualitas 

konsumsi pangan rumah tangga, tetapi belum menunjukkan bagaimana rumah 

tangga tersebar pada setiap tingkat kualitas konsumsi. Oleh karena itu, analisis 

distribusi rumah tangga berdasarkan kategori skor PPH diperlukan untuk 

mengetahui proporsi rumah tangga pada masing-masing kategori kualitas 

konsumsi pangan seperti yang disajikan pada Tabel 7.  

Tabel 7  Distribusi rumah tangga menurut kategori skor pola pangan harapan 

Provinsi Baik 
Cukup 

baik 
Sedang Kurang Sangat kurang Total 

Lampung 650.906 

(7,3) 

458.395 

(5,2) 

1.011.835 

(11,4) 

1.633.754 

(18,4) 

5.114.056 

(57,7) 

8.868.946 

(100,0) 

Sulawesi 

Barat 

36.239 

(2,5) 

47.774 

(3,3) 

118.552 

(8,1) 

139.551 

(9,5) 

1.120.599 

(76,6) 

1.462.715 

(100,0) 

NTT 145.001 

(2,5) 

99.003 

(1,7) 

263.900 

(4,5) 

499.399 

(8,5) 

4.847.227 

(82,8) 

5.854.530 

(100,0) 

Sumber: Susenas 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind) 

Keterangan: nilai dalam sel disajikan sebagai N (%), dengan N merupakan estimasi jumlah 

rumah tangga tertimbang dan persentase dihitung terhadap total rumah tangga per provinsi. 

Distribusi kategori skor PPH pada Tabel 6 menunjukkan ketimpangan 

mutu konsumsi pangan yang cukup besar di ketiga provinsi. Rumah tangga 

dengan kategori PPH sangat kurang mendominasi distribusi, yaitu 57,7% di 
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Lampung, 76,6% di Sulawesi Barat, dan 82,8% di NTT. Sebaliknya, proporsi 

rumah tangga yang mencapai kategori baik masih sangat rendah, masing-masing 

hanya 7,3%, 2,5%, dan 2,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

rumah tangga belum mencapai pola konsumsi yang sesuai dengan prinsip 

Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024. Kondisi tersebut juga 

mengindikasikan bahwa capaian skor PPH rata-rata provinsi belum 

mencerminkan pemerataan mutu konsumsi pangan pada tingkat rumah tangga. 

Analisis distribusi kategori memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif dibandingkan skor rata-rata karena mampu mengidentifikasi 

kelompok rumah tangga yang masih mengalami kerentanan pangan. Tingginya 

proporsi rumah tangga pada kategori sangat kurang di Sulawesi Barat dan NTT 

sejalan dengan hasil analisis situasi kewaspaadan pangan yang menempatkan 

sebagian besar kabupaten di kedua provinsi tersebut dalam kategori waspada 

pangan (Bapanas 2025). 

 Kontribusi Kelompok Pangan terhadap Skor PPH berdasarkan Kuintil 

Pengeluaran Pangan 

Skor PPH total merupakan penjumlahan kontribusi tertimbang delapan 

kelompok pangan pembentuk skor (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, 

minyak dan lemak, buah/biji berlemak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan 

buah), sedangkan kelompok aneka bumbu dan bahan minuman tidak diberi 

bobot dalam perhitungan skor (Bapanas 2025). 

a) Provinsi Lampung 

Kontribusi tiap kelompok pangan pada skor PPH di Provinsi Lampung 

menunjukkan pola peningkatan yang konsisten seiring naiknya kuintil 

pengeluaran pangan seperti yang disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8 Rata-rata kontribusi kelompok pangan terhadap Skor PPH 

berdasarkan kuintil pengeluaran pangan di Provinsi Lampung 

Kelompok pangan Skor 

maks. 

K1 K2 K3 K4 K5 

Padi-padian 25,0 21,34 22,48 23,17 23,61 23,83 

Umbi-umbian 2,5 1,08 1,26 1,37 1,47 1,52 

Pangan hewani 24,0 11,76 15,80 17,93 19,88 21,95 

Minyak dan lemak 5,0 4,25 4,64 4,69 4,76 4,76 

Buah/biji berlemak 1,0 0,22 0,28 0,31 0,35 0,31 

Kacang-kacangan 10,0 5,13 5,97 6,30 6,69 6,70 

Gula 2,5 0,69 0,81 0,84 0,94 0,97 

Sayur dan buah 30,0 25,85 28,00 28,92 29,10 29,25 

Total Skor PPH 100,0 70,31 79,24 83,54 86,80 89,28 

Sumber: Susenas 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind). 

Tujuh dari delapan kelompok pangan pembentuk skor PPH di Lampung 

menunjukkan gradien yang meningkat dari K1 hingga K5. Peningkatan paling 

tinggi terjadi pada kelompok pangan hewani, yaitu dari 11,76 pada K1 

menjadi 21,95 pada K5, dengan selisih 10,19 poin. Kelompok sayur dan buah 

mendekati skor maksimum pada seluruh kuintil (25,85 pada K1 hingga 29,25 
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pada K5) yang menunjukkan bahwa ketersediaan hortikultura di Lampung 

mampu mendukung konsumsi sayur dan buah pada berbagai tingkat 

pengeluaran rumah tangga. Temuan ini konsisten dengan Sayekti et al. (2023) 

yang mencatat tingginya keragaman pangan lokal di Lampung, terutama dari 

komoditas hortikultura, umbi-umbian, dan buah-buahan. 

Rendahnya kontribusi pangan hewani pada K1 (11,76 dari skor 

maksimum 24,0) mengindikasikan masih terbatasnya akses rumah tangga 

berpengeluaran rendah terhadap sumber protein hewani berkualitas. Kondisi 

ini konsisten dengan laporan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan 

Hortikultura Provinsi Lampung yang mencatat konsumsi protein hewani 

masyarakat Lampung tahun 2024 hanya 15,62 gram per kapita per hari dan 

termasuk lima terendah di Indonesia. Namun demikian, skor PPH kelompok 

pangan hewani di Lampung tetap yang tertinggi di antara ketiga provinsi 

kajian. Fenomena ini menegaskan bahwa PPH menilai keragaman jenis 

pangan hewani (ikan air tawar, ayam, telur), bukan semata kuantitas 

konsumsi (Bapanas 2025). Basis konsumsi pangan hewani rumah tangga 

Lampung diperkuat pula oleh tradisi kuliner nyeruit, yaitu santapan komunal 

berupa ikan bakar atau goreng yang disajikan dengan sambal tempoyak dan 

juga sayuran (Bertalina et al. 2025) 

Beberapa kelompok pangan menunjukkan pola yang tidak monotonik. 

Skor kelompok buah dan biji berlemak sedikit menurun dari 0,35 pada K4 

menjadi 0,31 pada K5, sedangkan kelompok minyak dan lemak stagnan pada 

4,76 di kedua kuintil tersebut. Stagnasi tersebut mencerminkan pencapaian 

batas skor maksimum dalam perhitungan PPH, sehingga peningkatan 

konsumsi tidak lagi meningkatkan skor (Bapanas 2025). Kelompok kacang-

kacangan yang relatif stabil pada 6,69 di K4 dan 6,70 di K5 berkaitan dengan 

tingginya konsumsi tempe dan tahu yang telah menjadi bagian pola makan 

lintas kelas sosial ekonomi (Sayekti et al. 2023). 

b) Provinsi Sulawesi Barat 

Kontribusi kelompok pangan di Sulawesi Barat memperlihatkan 

gradien peningkatan yang lebih curam dibandingkan Lampung, terutama 

pada kelompok pangan hewani serta sayur dan buah. Rincian kontribusi 

kelompok pangan pada tiap kuintil pengeluaran pangan disajikan pada Tabel 

9. 

Tabel 9 Rata-rata kontribusi kelompok pangan terhadap skor PPH menurut 

kuintil pengeluaran pangan di Provinsi Sulawesi Barat 

Kelompok pangan 
Skor 

maks. 
K1 K2 K3 K4 K5 

Padi-padian 25,0 23,84 24,16 24,24 24,43 21,35 

Umbi-umbian 2,5 1,09 1,04 1,09 1,29 1,29 

Pangan hewani 24,0 11,86 14,02 16,10 19,78 19,78 

Minyak dan lemak 5,0 3,84 4,20 4,41 4,42 4,42 

Buah/biji berlemak 1,0 0,30 0,32 0,31 0,32 0,32 

Kacang-kacangan 10,0 3,38 3,62 4,29 5,28 5,28 

Gula 2,5 0,90 1,04 1,15 1,17 1,17 

Sayur dan buah 30,0 21,73 24,84 26,45 27,53 27,53 

Total Skor PPH 100,0 56,67 66,95 73,24 78,05 84,22 

Sumber: Susenas 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind). 
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Kontribusi pangan hewani di Sulawesi Barat meningkat lebih dari dua 

kali lipat, dari 8,92 pada K1 menjadi 19,78 pada K5. Kontribusi kelompok 

sayur dan buah juga meningkat dari 16,94 menjadi 27,53 atau bertambah 

10,59 poin. Pola ini menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan rumah 

tangga semakin baik seiring meningkatnya pengeluaran pangan. Sebagai 

provinsi yang relatif baru terbentuk pada tahun 2004, Sulawesi Barat masih 

menghadapi berbagai kendala pada infrastruktur, transportasi, dan sistem 

distribusi pangan yang dapat memengaruhi akses rumah tangga terhadap 

pangan bergizi (Bapanas 2024). 

Kuintil 1 menunjukkan kontribusi pangan hewani kurang dari separuh 

skor ideal, dan lebih rendah dibandingkan K1 di Lampung. Hal ini 

menunjukkan keterbatasan akses rumah tangga berpengeluaran rendah 

terhadap pangan hewani seperti ikan, ayam, dan telur yang dikonsumsi sehari-

hari. Kontribusi kelompok umbi-umbian sedikit menurun pada K2 menjadi 

1,04 pada K3, sedangkan kelompok buah dan biji berminyak turun dari 0,32 

pada K3 menjadi 0,31 pada K4. Perubahan ini mengindikasikan pergeseran 

pola konsumsi dari pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian menuju beras 

dan produk berbasis terigu seiring meningkatnya daya beli. Pada kuintil 

tertinggi, rumah tangga mulai kembali mengonsumsi pangan yang lebih 

beragam sehingga pola konsumsi menjadi lebih bervariasi (Sibhatu dan Qaim 

2018). 

c) Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Kontribusi kelompok pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) 

menunjukkan kesenjangan terbesar di antara ketiga provinsi. Rincian 

kontribusi kelompok pangan pada tiap kuintil pengeluaran pangan disajikan 

pada Tabel 10. 

 Tabel 10 Rata-rata kontribusi kelompok pangan terhadap skor PPH menurut 

kuintil pengeluaran pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Kelompok pangan Skor 

maks. 

K1 K2 K3 K4 K5 

Padi-padian 25,0 24,12 24,13 24,34 24,53 20,96 

Umbi-umbian 2,5 0,70 0,68 0,73 0,82 0,82 

Pangan hewani 24,0 9,86 12,05 15,40 20,41 20,41 

Minyak dan lemak 5,0 3,26 3,52 3,85 4,24 4,24 

Buah/biji berlemak 1,0 0,17 0,17 0,14 0,16 0,16 

Kacang-kacangan 10,0 2,20 3,16 3,79 5,11 5,11 

Gula 2,5 0,76 0,75 0,81 0,88 0,88 

Sayur dan buah 30,0 21,83 23,27 24,99 27,16 27,16 

Total Skor PPH 100,0 54,53 62,91 67,71 74,05 83,30 
Sumber: Susenas 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind) 

Kontribusi pangan hewani di NTT meningkat lebih dari tiga kali lipat 

dari K1 (6,21) ke K5 (20,41). Rendahnya skor pada kelompok berpengeluaran 

rendah bukan semata mencerminkan minimnya ketersediaan, melainkan juga 

pola sosial-ekonomi masyarakat NTT. Ternak besar seperti sapi, kerbau, babi 

sering berfungsi sebagai aset ekonomi dan mahar adat sehingga tidak 

dikonsumsi rutin oleh rumah tangga, sedangkan ternak kecil seperti kambing, 

ayam, dan hasil laut menjadi sumber protein hewani yang lebih sering 
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dikonsumsi (Darmawan et al. 2023). Kondisi ini menjelaskan mengapa 

ketersediaan ternak yang relatif tinggi tidak berbanding lurus dengan tingkat 

konsumsi rumah tangga. 

Pola konsumsi umbi-umbian di NTT patut menjadi perhatian. 

Meskipun jagung, ubi kayu, dan ubi jalar merupakan pangan tradisional NTT, 

kontribusinya pada skor PPH tetap rendah pada semua kuintil (0,62 hingga 

0,82) dan mengalami sedikit penurunan pada K3. Temuan ini 

mengindikasikan pergeseran pola konsumsi dari pangan lokal menuju beras 

yang juga teramati di berbagai wilayah Indonesia (Bapanas 2024). Skor padi-

padian bahkan mencapai lebih dari 20 pada seluruh kuintil, menegaskan 

dominasi beras sebagai pangan pokok. Pergeseran ini mendorong Pemerintah 

Provinsi NTT mengembangkan sorgum sebagai pangan lokal yang lebih 

adaptif terhadap kondisi lahan kering dan memiliki profil gizi yang baik 

(Bapanas 2024). 

Kelompok sayur dan buah memberikan kontribusi yang cukup tinggi 

pada seluruh kuintil (19,17 hingga 27,16), didukung tradisi konsumsi sayuran 

lokal seperti daun kelor, daun labu, dan bunga pepaya yang telah lama dikenal 

masyarakat NTT (Ernawati et al. 2025). Meskipun demikian, kesenjangan 

tetap terlihat antara K1 dan K5 (7,99 poin) yang mencerminkan bahwa akses 

terhadap sayuran non-lokal seperti kubis, wortel, dan bayam masih 

dipengaruhi kemampuan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini memperkuat 

argumen bahwa perbaikan kualitas konsumsi pangan di NTT membutuhkan 

pendekatan struktural, bukan sekadar peningkatan pendapatan (Darmawan et 

al. 2023). 

4.2 Tingkat Kecukupan Gizi Rumah Tangga menurut Kuintil Pengeluaran 

Pangan 

Tingkat kecukupan gizi (TKG) menggambarkan proporsi asupan aktual 

terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Analisis TKG melengkapi informasi 

yang diperoleh dari skor PPH karena kedua indikator menilai aspek yang berbeda 

dari kualitas konsumsi pangan. Skor PPH menggambarkan keragaman dan 

keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan, sedangkan TKG menunjukkan 

tingkat pemenuhan kebutuhan zat gizi. 

 Tingkat Kecukupan Gizi di Provinsi Lampung 

Profil tingkat kecukupan gizi rumah tangga di Provinsi Lampung diawali 

dengan analisis rata-rata TKG per kuintil pengeluaran pangan. Analisis rata-rata 

TKG memungkinkan identifikasi kecukupan gizi antar kelompok pengeluaran 

serta perbandingan capaian dengan Angka Kecukupan Gizi rujukan. Rincian 

rata-rata TKG untuk energi, protein, kalsium, zat besi, seng, vitamin A, asam 

folat, dan vitamin D disajikan pada Tabel 11. 
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Tabel 11  Tingkat kecukupan gizi rumah tangga (%) menurut kuintil pengeluaran 

pangan pada Provinsi Lampung 

Zat gizi K1 K2 K3 K4 K5 Total 
Energi 75,45 ± 

14,00 
87,85 ± 

16,49 
96,17 ± 

19,24 
105,73 ± 

22,09 
119,09 ± 

30,47 
96,86 ± 

25,95 
Protein 81,56 ± 

16,96 
96,72 ± 

19,84 
107,30 ± 

23,05 
120,09 ± 

27,20 
141,07 ± 

39,54 
109,35 ± 

33,39 
Kalsium 69,78 ± 

15,95 
81,22 ± 

19,25 
90,00 ± 

23,04 
99,78 ± 

26,66 
117,16 ± 

40,06 
91,59 ± 

30,92 
Zat besi 107,46 ± 

25,39 
128,54 ± 

30,53 
142,13 ± 

33,75 
160,55 ± 

42,72 
186,04 ± 

58,79 
144,95 ± 

48,20 
Seng 50,12 ± 

15,24 
61,38 ± 

21,26 
68,34 ± 

23,03 
77,89 ± 

26,76 
95,29 ± 

36,64 
70,61 ± 

29,82 
Vitamin A 176,49 ± 

67,60 
216,67 ± 

85,65 
241,23 ± 

92,57 
278,04 ± 

114,75 
320,78 ± 

146,79 
246,65 ± 

116,21 
Asam folat 53,41 ± 

27,69 
64,14 ± 

37,25 
73,27 ± 

40,44 
85,25 ± 

53,26 
99,74 ± 

71,14 
75,16 ± 

50,98 
Vitamin D 16,06 ± 

10,27 
21,15 ± 

12,90 
24,56 ± 

14,14 
29,80 ± 

17,60 
39,05 ± 

25,42 
26,12 ± 

18,64 
Sumber: Susenas Maret 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind). 

Keterangan: Nilai disajikan sebagai rata-rata ± simpangan baku (Mean ± SD). 

Rata-rata TKG pada Tabel 11 memberikan gambaran umum kecukupan 

gizi pada tingkat rumah tangga di provinsi Lampung, tetapi belum menunjukkan 

sebaran rumah tangga pada setiap kategori kecukupan gizi. Oleh karena itu, 

distribusi rumah tangga menurut kategori TKG perlu dianalisis untuk 

memperoleh gambaran yang lebih lengkap. 

 Tabel 12 Distribusi rumah tangga menurut kategori tingkat kecukupan gizi di 

Provinsi Lampung 

Kategori Persentase tingkat kecukupan gizi 

Makronutrien Energi (%) Protein (%) 

Defisit berat (<70%)  12,5  8,1 

Defisit sedang (70–79%)  15,1  9,3 

Defisit ringan (80–89%)  16,9  12,8 

Normal (90–119%)  39,0  38,9 

Berlebih (≥120%)  16,4  30,9 

Mikronutrien Ca (%) Fe (%) Seng (%) Vit A (%) Folat (%) Vit D (%) 

Kurang (<77%) 35,3 2,6 68,1 1,5 68,7 97,9 

Cukup (≥77%) 64,7 97,4 31,9 98,5 31,3 2,1 

Sumber: Susenas Maret 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind) 

Lampung menunjukkan profil kecukupan gizi rumah tangga terbaik di 

antara ketiga provinsi kajian. Peningkatan TKG konsisten dari K1 hingga K5, 

dengan K5 menjadi kelompok pengeluaran yang tergolong berlebih pada tingkat 

kecukupan energi (119,09%) dan protein (141,07%). Meskipun demikian, 

distribusi kategoris pada Tabel 12 menunjukkan bahwa 12,5% rumah tangga 

masih tergolong defisit berat energi dan 8,1% tergolong defisit berat protein. 

Kondisi ini menegaskan bahwa pemenuhan makronutrien dasar masih menjadi 

tantangan bagi sebagian rumah tangga meskipun agregat provinsi telah 

mendekati AKG. Temuan tersebut konsisten dengan Bapanas (2025) yang 

melaporkan bahwa kesenjangan kualitas konsumsi masih ditemukan di sebagian 
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besar provinsi Indonesia, termasuk pada wilayah dengan tingkat produksi 

pangan yang relatif tinggi. 

Sebagian besar zat gizi mikro di Lampung berada pada tingkat yang lebih 

baik dibandingkan dua provinsi lainnya. Zat besi memiliki tingkat kecukupan 

tertinggi, meningkat dari 107,46% pada K1 menjadi 186,04% pada K5, dengan 

hanya 2,6% rumah tangga tergolong kurang. Tingginya kecukupan zat besi ini 

konsisten dengan tingginya konsumsi ikan air tawar dan pangan hewani di 

Lampung. Meski demikian, kecukupan zat besi berdasarkan data konsumsi tidak 

selalu mencerminkan kecukupan biologis. Sebagian besar zat besi dari pangan 

nabati mengandung non-heme iron yang bioavailabilitasnya lebih rendah 

dibandingkan heme iron dari pangan hewani (Kiani et al. 2022). 

Vitamin A juga memperlihatkan capaian yang sangat baik di Lampung 

dengan hanya 1,5% rumah tangga tergolong kurang dan rata-rata TKG 246,65%. 

Capaian tersebut diduga berkaitan dengan implementasi program fortifikasi 

vitamin A pada minyak goreng sawit yang telah diterapkan secara nasional sejak 

2019 (Bechoff et al. 2023). Meskipun demikian, tingginya TKG vitamin A dari 

data konsumsi tidak otomatis menggambarkan status vitamin A yang optimal, 

karena sebagian besar asupan berasal dari karotenoid provitamin A yang 

memerlukan konversi menjadi retinol dengan bioefektivitas yang bervariasi 

(Kemenkes 2025). 

Sebaliknya, tiga zat gizi mikro tetap menjadi tantangan utama, yaitu seng, 

folat, dan vitamin D. Sebanyak 68,1% rumah tangga tergolong kurang seng, 

68,7% kurang folat, dan 97,9% kurang vitamin D. Rendahnya kecukupan seng 

berkaitan dengan pola konsumsi yang didominasi pangan nabati, sementara 

defisit folat mencerminkan terbatasnya konsumsi sayuran hijau dan kacang-

kacangan sebagai sumber utama folat (Hardinsyah dan Supariasa 2016). 

Rendahnya TKG vitamin D dari data konsumsi Susenas terutama disebabkan 

oleh terbatasnya konsumsi ikan berlemak, kuning telur, dan pangan terfortifikasi, 

sementara kontribusi utama vitamin D yang berasal dari sintesis kulit akibat 

paparan sinar matahari tidak tertangkap dalam data konsumsi (Octavius et al. 

2023).  

 Tingkat Kecukupan Gizi di Provinsi Sulawesi Barat 

Profil tingkat kecukupan gizi rumah tangga di Provinsi Sulawesi Barat 

diawali dengan analisis rata-rata TKG per kuintil pengeluaran pangan. Analisis 

rata-rata TKG memungkinkan identifikasi kecukupan gizi antar kelompok 

pengeluaran serta perbandingan capaian dengan Angka Kecukupan Gizi rujukan. 

Rincian rata-rata TKG disajikan pada Tabel 13. 

Tabel 13  Tingkat kecukupan gizi rumah tangga (%) menurut kuintil pengeluaran 

pangan pada Provinsi Sulawesi Barat 

Zat gizi K1 K2 K3 K4 K5 Total 
Energi 74,62 ± 

15,85 
88,08 ± 

18,10 
96,95 ± 

20,17 
105,09 ± 

24,71 
121,85 ± 

35,99 
97,31 ± 

28,83 
Protein 77,91 ± 

16,64 
94,73 ± 

19,67 
103,94 ± 

22,05 
116,60 ± 

29,95 
141,38 ± 

47,49 
106,91 ± 

36,29 
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Tabel 14  Tingkat kecukupan gizi rumah tangga (%) menurut kuintil pengeluaran 

pangan pada Provinsi Sulawesi Barat (lanjutan) 

Zat gizi K1 K2 K3 K4 K5 Total 
Kalsium 68,27 ± 

19,22 
81,52 ± 

21,00 
89,67 ± 

25,42 
98,85 ± 

33,84 
113,37 ± 

45,32 
90,33 ± 

34,13 
Zat besi 94,28 ± 

21,69 
116,04 ± 

26,00 
131,13 ± 

30,48 
148,38 ± 

41,37 
178,62 ± 

65,73 
133,69 ± 

49,43 
Seng 43,96 ± 

15,24 
55,69 ± 

21,92 
65,00 ± 

27,79 
74,23 ± 

38,19 
93,48 ± 

47,51 
66,47 ± 

36,38 
Vitamin A 126,44 ± 

59,28 
152,00 ± 

56,32 
177,38 ± 

62,21 
207,83 ± 

76,06 
262,44 ± 

124,43 
185,21 ± 

92,67 
Asam folat 37,22 ± 

14,66 
48,94 ± 

22,75 
57,28 ± 

27,56 
68,81 ± 

35,93 
88,99 ± 

58,16 
60,24 ± 

39,33 
Vitamin D 18,32 ± 

10,10 
22,94 ± 

11,90 
26,56 ± 

13,26 
30,97 ± 

17,18 
40,20 ± 

27,05 
27,80 ± 

18,58 
Sumber: Susenas Maret 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind) 

Keterangan: Nilai disajikan sebagai rata-rata ± simpangan baku (Mean ± SD) 

Rata-rata TKG pada Tabel 13 memperlihatkan capaian agregat rumah 

tangga per kuintil pengeluaran, namun belum menyingkap keberagaman status 

kecukupan gizi di dalam kelompok yang sama. Distribusi rumah tangga menurut 

kategori TKG diperlukan untuk mengidentifikasi proporsi rumah tangga yang 

tergolong defisit maupun berlebih pada tiap zat gizi. Distribusi kategoris tersebut 

disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 15  Distribusi rumah tangga menurut kategori tingkat kecukupan gizi di 

Provinsi Lampung 

Kategori Persentase tingkat kecukupan gizi 

Makronutrien Energi (%) Protein (%) 

Defisit berat (<70%)  14,7  10,8 

Defisit sedang (70–79%)  12,8  10,6 

Defisit ringan (80–89%)  17,1  13,5 

Normal (90–119%)  38,7  37,2 

Berlebih (≥120%)  16,8  27,9 

Mikronutrien Ca (%) Fe (%) Seng (%) Vit A (%) Folat (%) Vit D (%) 

Kurang (<77%) 38,9 6,2 75,2 7,0 80,6 97,9 

Cukup (≥77%) 61,1 93,8 24,8 93,0 19,4 2,1 

Sumber: Susenas Maret 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind). 

Sulawesi Barat menempati posisi tengah dalam profil kecukupan gizi 

rumah tangga. Gradien TKG dari K1 hingga K5 lebih curam dibandingkan 

Lampung, dengan K5 mencapai TKE 121,85% dan TKP 141,38%. Distribusi 

kategoris menunjukkan bahwa 14,7% rumah tangga tergolong defisit berat 

energi dan 10,8% tergolong defisit berat protein, angka yang lebih tinggi 

dibandingkan Lampung tetapi lebih rendah dibandingkan NTT. Kompleksitas 

masalah gizi Sulawesi Barat juga tercermin pada dinamika prevalensi stunting, 

yang sempat turun dari 35,0% (2022) menjadi 30,3% (2023) melalui Gerakan 

Ayo ke Posyandu, tetapi kembali naik menjadi 35,4% pada 2024 (Kemenkes 

2024). Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kecukupan gizi 

memerlukan konsistensi kebijakan jangka panjang, bukan pergantian 

nomenklatur program (Bapanas 2024). 
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Kekurangan seng di Sulawesi Barat tergolong yang tertinggi di antara tiga 

provinsi, dengan 75,2% rumah tangga tergolong kurang. Seng berperan dalam 

pertumbuhan, fungsi imun, dan pencegahan stunting, sehingga defisiensinya 

meningkatkan risiko infeksi dan gangguan pertumbuhan pada kelompok rentan 

(Kiani et al. 2022). Kekurangan folat yang juga tinggi, yaitu 80,6% rumah 

tangga, mencerminkan terbatasnya konsumsi sayuran hijau dan kacang-

kacangan. Kekurangan kalsium di provinsi ini juga menjadi yang tertinggi, 

mencerminkan pola konsumsi susu yang sangat terbatas dan dominasi ikan tuna 

serta cakalang dibandingkan ikan bertulang kecil seperti teri yang secara gizi 

lebih kaya kalsium (Hastuti et al. 2024). 

Vitamin D kembali menjadi zat gizi paling defisit dengan 97,9% rumah 

tangga tergolong kurang, meskipun rata-rata TKG di K5 Sulawesi Barat 

(40,20%) sedikit lebih tinggi dibandingkan K5 NTT (33,50%). Perbedaan kecil 

ini berkaitan dengan akses rumah tangga pesisir Selat Makassar (Mamuju, 

Majene, Polewali Mandar) terhadap ikan sebagai sumber vitamin D (Hastuti et 

al. 2024). Meskipun demikian, besarnya angka defisit menegaskan bahwa 

diversifikasi pangan saja tidak memadai untuk mengatasi kekurangan vitamin D. 

Strategi fortifikasi pangan pokok dan program pemasyarakatan paparan sinar 

matahari perlu dipertimbangkan sebagai intervensi pelengkap (Bechoff et al. 

2023). 

 Tingkat Kecukupan Gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Profil tingkat kecukupan gizi rumah tangga di Provinsi NTT diawali 

dengan analisis rata-rata TKG per kuintil pengeluaran pangan. Analisis rata-rata 

TKG memungkinkan identifikasi kecukupan gizi antar kelompok pengeluaran 

serta perbandingan capaian dengan Angka Kecukupan Gizi rujukan. Rincian 

rata-rata TKG untuk energi, protein, kalsium, zat besi, seng, vitamin A, asam 

folat, dan vitamin D disajikan pada Tabel 15. 

Tabel 16  Tingkat kecukupan gizi rumah tangga (%) menurut kuintil pengeluaran 

pangan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Zat gizi K1 K2 K3 K4 K5 Total 
Energi 72,27 ± 

14,38 
84,88 ± 

18,46 
89,61 ± 

20,04 
98,25 ± 

22,78 
115,11 ± 

28,58 
92,03 ± 

25,70 
Protein 71,22 ± 

15,16 
86,37 ± 

18,87 
93,69 ± 

21,41 
106,01 ± 

24,81 
131,89 ± 

36,64 
97,84 ± 

31,89 
Kalsium 71,72 ± 

20,34 
84,50 ± 

22,50 
90,96 ± 

27,46 
99,77 ± 

30,64 
118,42 ± 

40,91 
93,07 ± 

33,19 
Zat besi 88,97 ± 

21,43 
106,74 ± 

24,89 
115,66 ± 

29,35 
129,81 ± 

34,17 
161,09 ± 

47,54 
120,46 ± 

40,77 
Seng 53,83 ± 

25,57 
63,29 ± 

26,64 
65,96 ± 

29,10 
73,03 ± 

31,52 
89,32 ± 

40,35 
69,09 ± 

33,26 
Vitamin A 109,16 ± 

39,62 
135,50 ± 

49,46 
151,69 ± 

54,91 
177,53 ± 

67,30 
236,64 ± 

105,18 
162,11 ± 

80,04 
Asam folat 42,93 ± 

16,48 
51,95 ± 

20,48 
56,08 ± 

21,64 
64,28 ± 

26,45 
79,95 ± 

32,68 
59,04 ± 

27,24 
Vitamin D 14,25 ± 

12,04 
19,60 ± 

14,28 
21,44 ± 

15,68 
26,56 ± 

19,30 
33,50 ± 

26,82 
23,07 ± 

19,50 
Sumber: Susenas Maret 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind). 

Keterangan: Nilai disajikan sebagai rata-rata ± simpangan baku (Mean ± SD). 
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Rata-rata TKG pada Tabel 15 menunjukkan gambaran umum kecukupan 

gizi rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi belum menampilkan 

proporsi rumah tangga yang mengalami defisit pada tiap zat gizi. Analisis 

distribusi kategoris menjadi krusial di NTT karena rentang kesenjangan antar 

rumah tangga tergolong luas dan potensi tumpang tindih defisit makronutrien 

dengan mikronutrien perlu diidentifikasi. Distribusi rumah tangga menurut 

kategori TKG di Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan pada Tabel 16. 

Tabel 17 Distribusi rumah tangga menurut kategori tingkat kecukupan gizi di 

Provinsi Lampung 

Kategori Persentase tingkat kecukupan gizi 

Makronutrien Energi (%) Protein (%) 

Defisit berat (<70%)  19,7  18,1 

Defisit sedang (70–79%)  16,3  13,4 

Defisit ringan (80–89%)  16,1  14,6 

Normal (90–119%)  35,5  33,8 

Berlebih (≥120%)  12,5  20,1 

Mikronutrien Ca (%) Fe (%) Seng (%) Vit A (%) Folat (%) Vit D (%) 

Kurang (<77%) 34,7 10,2 69,6 7,4 80,3 98,1 

Cukup (≥77%) 65,3 89,8 30,4 92,6 19,7 1,9 

Sumber: Susenas Maret 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind). 

NTT menunjukkan profil kecukupan gizi paling memprihatinkan di antara 

ketiga provinsi kajian. Sebanyak 19,7% rumah tangga tergolong defisit berat 

energi dan 18,1% tergolong defisit berat protein, kedua angka merupakan yang 

tertinggi. Rendahnya kecukupan gizi mencerminkan terbatasnya keragaman 

konsumsi yang berkaitan dengan karakteristik NTT sebagai provinsi kepulauan 

beriklim semi-arid dengan lahan pertanian yang bergantung pada musim hujan 

pendek serta biaya distribusi antarpulau yang tinggi (Darmawan et al. 2023). 

Kondisi ini konsisten dengan tingginya prevalensi stunting di NTT sebesar 

37,0% berdasarkan SSGI 2024, hampir dua kali Rata-rata nasional 19,8%, dan 

mencerminkan keterkaitan langsung antara kualitas konsumsi pangan dengan 

status gizi anak (Ernawati et al. 2025; Kemenkes 2024). 

Kecenderungan serupa terlihat pada seluruh indikator zat gizi mikro. 

Kekurangan zat besi (10,2%) di NTT merupakan yang tertinggi di antara ketiga 

provinsi kajian, sedangkan kekurangan folat (80,3%) dan seng (69,6%) juga 

masih dalam kisaran yang mencemaskan. Kombinasi defisit multi-mikronutrien 

pada rumah tangga NTT merupakan manifestasi hidden hunger atau kelaparan 

tersembunyi. Passarelli et al. (2024) melaporkan bahwa defisiensi mikronutrien 

di negara berkembang sering berlangsung bersamaan atau bahkan tanpa disertai 

defisit makronutrien yang tampak jelas dari indikator antropometri, sehingga 

sering luput dari deteksi berbasis pengukuran berat dan tinggi badan semata. 

Vitamin A di NTT menunjukkan pola lebih baik dari yang diperkirakan, 

dengan hanya 7,4% rumah tangga tergolong kurang dan rata-rata TKG mencapai 

162,11%. Capaian ini mengindikasikan bahwa fortifikasi minyak goreng sawit 

menjangkau hingga wilayah kepulauan NTT (Bechoff et al. 2023). Sebaliknya, 

vitamin D menjadi zat gizi paling defisit dengan rata-rata TKG hanya 23,07%, 

nilai terendah di antara ketiga provinsi, dan 98,1% rumah tangga tergolong 

kurang. Rendahnya kecukupan vitamin D pada seluruh provinsi kajian 
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menegaskan bahwa masalah ini bersifat sistemik pada sistem pangan Indonesia, 

dan bukan sekadar konsekuensi dari kemampuan ekonomi rumah tangga 

(Octavius et al. 2023).   

4.3 Hubungan Skor PPH dengan Tingkat Kecukupan Gizi 

Analisis korelasi peringkat Spearman diterapkan untuk menguji kekuatan 

hubungan antara skor PPH dengan delapan indikator tingkat kecukupan gizi pada 

masing-masing provinsi. Korelasi Spearman dipilih karena sebagian besar indikator 

kecukupan gizi mikro berdistribusi menceng (skewed) sehingga asumsi normalitas 

pada korelasi Pearson tidak terpenuhi (Schober et al. 2018). Analisis dilakukan 

pada data berbobot dengan N tertimbang berukuran sangat besar yang mewakili 

16.186.190 rumah tangga sehingga seluruh koefisien bermakna secara statistik 

dengan p < 0,001. Hasil analisis korelasi disajikan pada Tabel 17. 

Tabel 18  Hubungan skor pola pangan harapan dengan tingkat kecukupan gizi 

Zat gizi p-value 
Koefisien korelasi (r) 

Lampung Sulawesi Barat NTT 

Energi <0,001 0,780 0,692 0,621 

Protein <0,001 0,831 0,754 0,734 

Kalsium <0,001 0,667 0,594 0,595 

Zat besi <0,001 0,754 0,788 0,748 

Seng <0,001 0,718 0,687 0,591 

Vitamin A <0,001 0,559 0,557 0,632 

Asam folat <0,001 0,578 0,698 0,681 

Vitamin D <0,001 0,453 0,502 0,403 

Sumber: Susenas 2025 (BPS), diolah menggunakan bobot penimbang penduduk (weind). 
Keterangan: Nilai koefisien menggunakan uji korelasi Spearman. Interpretasi kekuatan hubungan 

mengikuti Schober et al. (2018): |ρ| < 0,10 diabaikan; 0,10–0,39 lemah; 0,40–0,69 sedang; 0,70–

0,89 kuat; ≥0,90 sangat kuat. 

Tabel 17 memperlihatkan bahwa skor PPH berkorelasi positif dengan seluruh 

indikator kecukupan gizi pada ketiga provinsi. Temuan ini sesuai dengan ekspektasi 

teoretis bahwa keragaman pangan yang lebih baik akan meningkatkan kecukupan 

zat gizi (Sibhatu dan Qaim 2018; Verger et al. 2021). Koefisien tertinggi ditemukan 

pada tingkat kecukupan protein (TKP), yaitu 0,831 di Lampung, 0,754 di Sulawesi 

Barat, dan 0,734 di NTT, seluruhnya masuk kategori kuat. Kekuatan hubungan pada 

tingkat kecukupan energi (TKE) juga tergolong kuat di Lampung (0,780) dan 

mendekati batas kuat di Sulawesi Barat (0,692) serta NTT (0,621). Perlu 

digarisbawahi bahwa hubungan pada TKE dan TKP secara metodologis bersifat 

sebagian tautologis, karena skor PPH dihitung berbasis sumbangan energi tiap 

kelompok pangan terhadap AKE sehingga kedua indikator berbagi basis data energi 

yang sama. Korelasi tinggi pada TKE dan TKP lebih tepat diinterpretasikan sebagai 

sanity check atas konsistensi internal indikator, sedangkan klaim ilmiah utama 

justru terletak pada hubungan PPH dengan indikator kecukupan zat gizi mikro yang 

secara pengukuran independen terhadap perhitungan skor PPH. 

Skor PPH berkorelasi kuat dengan tingkat kecukupan zat besi (TKFe) di 

ketiga provinsi (ρ = 0,748 hingga 0,788), yang menunjukkan bahwa keragaman 

konsumsi merupakan penentu penting kecukupan zat besi. Korelasi tersebut 

tertinggi di Sulawesi Barat (0,788), yang kemungkinan berkaitan dengan pola 
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konsumsi ikan laut sebagai sumber heme iron pada wilayah pesisir Selat Makassar 

(Hastuti et al. 2024). Sementara itu, hubungan skor PPH dengan tingkat kecukupan 

seng (TKZn) tergolong kuat di Lampung (0,718) tetapi hanya sedang di NTT 

(0,591). Perbedaan ini kemungkinan mencerminkan sumber seng yang lebih 

terkonsentrasi pada pangan hewani dan kacang-kacangan di NTT, sehingga variasi 

PPH kelompok pangan lain kurang mencerminkan variasi asupan seng. 

Hubungan skor PPH dengan tingkat kecukupan folat (TKFol) 

memperlihatkan pola menarik. Koefisien tertinggi ditemukan di Sulawesi Barat 

(0,698) dan NTT (0,681), sedangkan di Lampung hanya 0,578. Perbedaan ini 

berkaitan dengan variasi konsumsi sayuran hijau dan kacang-kacangan yang lebih 

lebar di Sulawesi Barat dan NTT, sehingga variasi skor PPH benar-benar 

mencerminkan variasi asupan folat pada tingkat rumah tangga. Di Lampung, 

sebagian besar rumah tangga mengonsumsi kacang-kacangan (tempe, tahu) pada 

level yang relatif seragam, sehingga variasi skor PPH lebih dipengaruhi oleh 

kelompok pangan lain yang bukan sumber utama folat (Sayekti et al. 2023). 

Hubungan PPH dengan kalsium (TKCa) tergolong sedang di ketiga provinsi (ρ = 

0,594 hingga 0,667), mencerminkan bahwa sumber kalsium pangan yang dominan 

(susu, ikan bertulang kecil, sayuran hijau) belum dikonsumsi secara konsisten pada 

seluruh strata pengeluaran rumah tangga. 

Vitamin A dan vitamin D memiliki koefisien korelasi yang lebih rendah 

dibandingkan zat gizi lainnya. Korelasi PPH dengan TKVitA tergolong sedang di 

semua provinsi (ρ = 0,557 hingga 0,632), dengan nilai tertinggi di NTT. Sumber 

vitamin A yang terkonsentrasi pada segelintir jenis pangan (minyak goreng 

terfortifikasi, sayuran berdaun hijau tua, hati, kuning telur) menyebabkan variasi 

skor PPH agregat tidak sepenuhnya mencerminkan variasi asupan vitamin A. 

Rumah tangga dengan skor PPH sedang tetap dapat memiliki asupan vitamin A 

tinggi bila mengonsumsi minyak fortifikasi dalam jumlah besar, dan sebaliknya 

(Bechoff et al. 2023). Korelasi PPH–TKVitA yang lebih tinggi di NTT 

kemungkinan mencerminkan pola konsumsi yang lebih bergantung pada sayuran 

hijau lokal seperti daun kelor, sehingga variasi kelompok sayur dan buah pada skor 

PPH lebih terkait langsung dengan variasi asupan vitamin A (Ernawati et al. 2025). 

Korelasi PPH dengan TKVitD merupakan yang paling lemah di ketiga 

provinsi (ρ = 0,403 hingga 0,502). Sumber pangan vitamin D di Indonesia sangat 

terbatas pada ikan berlemak, telur, dan pangan terfortifikasi, sedangkan sumber 

utama vitamin D bagi tubuh manusia berasal dari sintesis kulit di bawah paparan 

sinar UV-B (Octavius et al. 2023). Karena penelitian ini hanya mengukur asupan 

dari data konsumsi Susenas, keragaman kelompok pangan yang ditangkap oleh skor 

PPH tidak mampu menjelaskan variasi status vitamin D secara memadai. Korelasi 

PPH–TKVitD di Sulawesi Barat (0,502) sedikit lebih tinggi dibandingkan 

Lampung (0,453) dan NTT (0,403), yang kemungkinan didorong oleh akses rumah 

tangga pesisir Sulawesi Barat ke ikan laut sebagai sumber vitamin D dari pangan 

(Hastuti et al. 2024). 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Skor PPH rumah tangga di Lampung (81,83), Sulawesi Barat (71,82), dan 

Nusa Tenggara Timur (68,50) masih berada di bawah skor PPH nasional tahun 2025 

(95,1). Sebagian besar rumah tangga pada ketiga provinsi tergolong dalam kategori 

sangat kurang, dengan proporsi tertinggi di NTT (82,8%) dan terendah di Lampung 

(57,7%). Skor PPH meningkat seiring kenaikan kuintil pengeluaran pangan, 

menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan cenderung lebih baik pada rumah 

tangga dengan pengeluaran pangan yang lebih tinggi, dengan ketimpangan terbesar 

terjadi di NTT. Perbedaan kualitas konsumsi antar kuintil terutama dipengaruhi 

oleh rendahnya konsumsi pangan hewani, sayur, dan buah pada kelompok 

pengeluaran rendah. Tingkat kecukupan gizi menunjukkan bahwa vitamin D, asam 

folat, dan kalsium merupakan zat gizi yang paling banyak mengalami defisit, 

sedangkan kecukupan energi, protein, dan zat besi relatif lebih baik, terutama pada 

kuintil pengeluaran yang lebih tinggi. Analisis korelasi menunjukkan bahwa skor 

PPH berhubungan positif dengan seluruh indikator tingkat kecukupan gizi, dengan 

hubungan sangat kuat pada energi, protein, dan zat besi; kuat pada seng, asam folat, 

dan kalsium; serta sedang pada vitamin A dan vitamin D.  

5.2 Saran 

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif antara skor PPH 

dan seluruh indikator tingkat kecukupan gizi mendukung hipotesis yang diajukan 

serta memperkuat teori bahwa keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan 

berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi rumah tangga. Oleh karena itu, hasil 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam perumusan 

kebijakan pangan, khususnya yang berkaitan dengan stabilisasi harga, peningkatan 

akses, dan ketersediaan pangan bergizi. Selain itu, skor PPH dapat digunakan 

sebagai media edukasi dan pemantauan konsumsi pangan karena tidak hanya 

mencerminkan keragaman pangan, tetapi juga mampu menggambarkan kecukupan 

makronutrien serta sebagian besar zat gizi mikro. Upaya perbaikan kualitas 

konsumsi pangan juga perlu diprioritaskan pada rumah tangga kuintil pengeluaran 

rendah, terutama di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat.  
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